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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa : 

Dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan 

Kelompok Masyarakat dalam pembangunan wisata ini disebabkan karena 

Pemerintah Desa tidak melibatkan kelompok masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan wisata. Adanya konflik ini bermula pada saat 

terjadinya consensus antara Pemerintah Desa dengan masyarakat pada rapat 

RPJMDes tahun 2020.  Dimana pada consensus tersebut, telah disepakati akan 

dilakukannya pembangunan wisata. Sesuai dengan pendapat Ralf Dahrendorf 

bahwa timbulnya konflik yang ada di masyarakat berasal dari consensus yang 

telah ada sebelumnya. Consensus ini berpotensi menimbulkan konflik yang 

didasari pada berbagai kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.  

Konflik yang melibatkan Pemerintah Desa dengan Kelompok 

Masyarakat ini disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh 

Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk mengatur dan memerintah 

sekelompok masyarakat untuk mentaati keputusan yang telah dibuat. Namun 

dengan posisi yang dimilikinya tersebut, menjadikan perselisihan antara kedua 

kelompok.  

Kekuasaan yang di dapat dari posisi-posisi yang mereka duduki dengan 

posisi tersebut maka otoritas atau kekuasaan akan muncul untuk menguasai 
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orang lain. Orang-orang yang menduduki posisi otoritas diharapkan 

bisa mengendalikan para subordinat. Pemerintah Desa selaku kelompok yang 

menduduki superordinate memiliki kuasa untuk memerintah kelompok 

masyarakat yang memiliki posisi sebagai subordinat. Sehingga menjadikan 

kelompok masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan 

perintahnya, karena posisi subordinat yang dimilikinya.  

Akibat dari perbedaan posisi otoritas ini mengakibatkan munculnya 

kelompok semu yang tercipta dengan kepentingan yang sama, bersifat rahasia 

dan sembunyi-sembunyi. Kesamaan kepentingan yang dimiliki oleh Kelompok 

Masyarakat dan Kepala Dusun Bedog untuk menginginkan penjelasan dari 

Pemerintah Desa terkait dengan perencanaan pembangunan wisata yang berada 

Dusun Bedog yang tidak melibatkan masyarakat dan Kepala Dusun Bedog. 

Sedangkan Pemerintah Desa selaku kelompok kepentingan memiliki alasan 

mengapa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

wisata adalah Pemerintah Desa menginginkan pembangunan ini segera selesai 

agar nantinya bisa secepatnya menjadi pemasukan bagi desa, membantu 

pengangguran disekitar lokasi wisata dan membantu perekonomian 

masyarakat sekitar.  

Sampai saat ini, pembangunan wisata telah mencapai 50% pengerjaan. 

Rencana pembangunan wisata ini nantinya akan dibuat wahana permainan 

anak dan kolam pancing. Pada pembangunan wisata ini menggunakan tiga blok 

Tanah Kas Desa, diantaranya adalah Blok Bangunan dengan luas (2.524 Ha) 

atas nama Amat Wardoyo yang akan digunakan untuk Kolam Pancing, Blok 
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Wiyu dengan luas (1.043 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa digunakan untuk 

Rumah Bibit Pekarangan Pangan Lestari, dan Blok Lapangan dengan luas 

(0.427 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa akan digunakan untuk wahana 

permainan. Namun sampai saat ini, yang baru terealisasi hanya kolam pancing 

saja, untuk yang wahana permainan masih belum terealisasi karena menunggu 

Dana Desa turun. Sehingga pembangunan wisata belum bisa dilanjutkan.  

5.1 Saran  

Dari hasil penelitian mengenai dinamika konflik yang terjadi antara 

Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat pada Pembangunan Wisata Desa, 

terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh peneliti : 

A. Untuk Pemerintah Desa Mlaten  

Karena sampai saat ini konflik belum terselesaikan, maka 

Pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan konflik dengan konsiliasi 

maupun mediasi agar konflik segera selesai dan hubungan antara 

Pemerintah Desa dengan masyarakat khususnya Dusun Bedog bisa segera 

membaik. 

B. Untuk Peneliti Selanjutnya  

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, salah satunya 

adalah peneliti tidak bisa mendapatkan SK Pembangunan Wisata dan hasil 

notulensi pada saat rapat RPJMDes yang mana hal ini sangat diperlukan 

pada penelitian ini. Semoga untuk penelitian selanjutnya dapat 

menyempurnakan penelitian ini dengan baik dan maksimal.  
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